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ABSTRACT 
 
KHALID MUHAMMAD Hamka (B111 08 018). "Legal Protection for Industrial 
Design Rights Violations conducted by fellow Motorcycle Industry Business 
Actors". Under the guidance of mentors as mother Nurhayati Abbas I, and my 
mother Said Nurfaidah as supervisor II. 
This study is intended to study and understand about what extent did the 
industrial design legislation providing legal protection for rights holders as well as 
industrial design review and understand the legal effort to do industrial design rights 
holders against infringement of industrial designs. 
This study dilaksanakn in Jakarta precisely at the Directorate General of 
Intellectual Property, PT. Astra Honda Motor, and PT. Triangle Motorindo by 
conducting interviews related to the thesis title and the authors also conducted a 
study of literature by examining the books, literature, and legislation relating to 
issues discussed in this thesis. 
The findings obtained from this study were: 1) Industrial Design Act Granting 
the Legal Protection Against the Right Holder of Industrial Design improvements are 
necessary at Law No. 31 of 2000 on Industrial Design for more mengefektifitaskan 
its implementation in society, which which in practice is still generated a lot of 
problems. Things which according to the authors the need for improved and updated 
is the need for repressive protection by the law officers and officials in the room 
within the Directorate of Intellectual Property Rights, the need for an announcement 
that can be more easily known to the wider community are not only the only 
conventional placed on notice boards at the Directorate General of Intellectual 
property rights alone, the need for changes to the definition of a new industrial 
design, as well as the need for liability for substantive examination at the time of 
registration of industrial designs. 2) Which Remedies Do The Right Holder of 
Industrial Design Against Infringement of Industrial Design can be through civil or 
criminal path. Through the civil legal settlement can be done by using alternative 
dispute resolution institutions and arbitration or a lawsuit at the Commercial Court. 
Whereas in the case where there is a dispute that contain criminal elements, then 
the dispute resolution process in industrial design can be done through the criminal 
process itself, which could begin by reporting the crime to the investigating 
authorities in industrial design. 
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ABSTRAK 
MUHAMMAD KHALID HAMKA (B111 08 018). “Perlindungan Hukum Bagi 
Pelanggaran Hak Desain Industri Yang Dilakukan Oleh Sesama Pelaku Usaha 
Industri Sepeda Motor”. Di bawah bimbingan Ibu Nurhayati Abbas selaku 
pembimbing I, dan Ibu Nurfaidah Said selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang Undang-
undang Desain Industri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak desain industri serta mengkaji dan memahami upaya hukum yang 
dapat dilakukan pemegang hak desain industri terhadap pelanggaran hak desain 
industri. 
Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta tepatnya pada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, PT. Astra Honda Motor, dan PT. Triangle Motorindo dengan 
melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan penulis juga melakukan 
studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur, peraturan 
perundang-undangan, serta data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi ini yaitu : 1) undang-undang desain 
industri dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain 
industri memang diperlukan adanya perbaikan yaitu pada Undang-undang Nomor 31 
Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk lebih mengefektifitaskan implementasinya 
di dalam masyarakat, yang dimana di dalam praktiknya masih banyak menimbulkan 
permasalahan. Hal-hal yang menurut penulis perlu adanya perbaikan dan 
diperbaharui adalah perlu adanya perlindungan represif yang dilakukan oleh aparat-
aparat hukum serta pejabat-pejabat diruang lingkup Direktorat Hak Kekayaan 
Intelektual, perlu adanya pengumuman yang dapat lebih mudah diketahui 
masyarakat luas bukan hanya bersifat konvensional atau dengan kata lain sudah 
sangat kuno untuk dipergunakan yang perlu untuk ditinggalkan yaitu hanya 
ditempatkan pada papan pengumuman di Direktorat Jenderal Hak kekayaan 
intelektual saja. Perlu adanya perubahan terhadap pengertian dari desain industri 
yang baru, serta perlu adanya kewajiban untuk pemeriksaan subtantif pada saat 
pendaftaran desain industri. 2) upaya hukum yang dilakukan pemegang hak desain 
industri terhadap pelanggaran hak desain industri bisa melalui jalur keperdataan 
maupun jalur pidana. Penyelesaian hukum melalui jalur keperdataan dapat 
dilakukan dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau 
arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam hal dimana terjadi 
sengketa yang mengandung unsur-unsur yang pidana, maka proses penyelesaian 
sengketa desain industri dapat dilakukan melalui proses pidana itu sendiri yang 
dapat dimulai dengan cara melaporkan perbuatan pidana atas desain industri 
kepada pihak yang berwenang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula 
pertumbuhan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pada 
sektor industri dan perdagangan, dimana dari sektor industrilah berbagai 
produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-
teknologi yang canggih dan modern yang dipersiapkan untuk menghadapi 
persaingan yang lebih ketat dalam era globalisasi. Dalam menghadapi 
persaingan tersebut, pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 
satu faktor yang dominan dalam memenangkan persaingan dalam era 
globalisasi yang sangat berkaitan dengan bidang hak kekayaan intelektual. 
Hal ini terlihat jelas pada kemajuan industri pada negara tertentu, 
seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, 
Taiwan dan negara-negara lainnya yang maju karena didukung perhatian 
yang sangat besar dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya 
desain industri1. Perhatian yang sangat besar terjadi karena negara tersebut 
mempunyai pandangan bahwa keberhasilan perindustrian dan perdagangan 
                                                             
1  Muhamad Djumhana, 1999, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 2. 
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sangat banyak didukung oleh bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena 
itu, negara sangat serius memberikan perhatiannya kepada bidang tersebut. 
Tidaklah berlebihan jika negara bersikap demikian karena mereka telah dan 
akan merasakan keuntungan yang besar dari sumbangan bidang hak 
kekayaan intelektual sehingga mendapatkan nilai tambah ekonomi yang 
tinggi. 
Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia terbagi atas 
tujuh bagian untuk melindungi hak-hak yang berasal dari hasil kegiatan 
kreatif seseorang yaitu hak cipta (copyright), paten (patent), merek 
(trademark), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated 
circuit), rahasia dagang (trade secret), perlindungan varietas tanaman (PVT) 
dan desain industri (industrial design). 
Terkhusus kepada Hak Desain Industri, pemerintah Indonesia 
membentuk undang-undang mengenai desain industri, yaitu Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut 
dengan Undang-undang Desain Industri. Perlindungan hukum terhadap 
desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan untuk 
kepentingan pendesain dan untuk menumbuhkan kreatifitas pendesain agar 
terus menerus menciptakan desain baru. Selain untuk hal tersebut, undang-
undang mengenai Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menghindari 
kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang antara sesama 
pelaku usaha. 
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Di dalam Undang-undang Desain Industri diatur bahwa pemegang Hak 
Desain Industri mempunyai suatu hak ekslusif yang dimana seseorang dapat 
mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa 
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor, mengimpor, 
dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak Desain Industri. Jadi, 
seseorang tersebut mempunyai kedudukan yang kuat terhadap pihak yang 
melakukan pelanggaran Hak Desain Industri, pemegang Hak Desain Industri 
atau pemegang lisensinya dapat melakukan proses hukum yang berlaku 
karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. 
Mengenai pelanggaran terhadap Hak Desain Industri senada dengan 
apa yang terjadi, banyak pihak pemegang Hak Desain Industri dirugikan oleh 
pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan hasil produk 
desain industrinya atau memalsukan produk barang industri demi untuk 
mencari keuntungan sendiri sehingga secara moral dan materi pemegang 
Hak Desain Industri dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Salah satunya pihak yang dirugikan atas pelanggaran Hak Desain 
Industri adalah desain industri yang dimiliki oleh Honda pada sepeda motor 
PT. Astra Honda Motor. Desain industri yang dimiliki oleh sepeda motor 
Honda yang dipasarkan dan diproduksi di Indonesia di bawah perusahaan 
PT. Astra Honda Motor yang ditiru desain industrinya oleh sepeda motor 
dengan merek Viar dibawah perusahaan PT. Triangle Motorindo. Bukan 
hanya itu, pihak lain yang merugikan PT.Astra Honda Motor selaku 
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pemegang Hak Desain Industri yang dimilikinya adalah motor dengan merek 
Minerva dibawah perusahaan PT. Minerva Motor Indonesia dan merek-merek 
motor yang berasal dari negara tirai bambu cina. 
Banyaknya peredaran motor dengan desain yang sama dengan desain 
yang dimiliki oleh motor Honda di Indonesia membuat PT. Astra Honda Motor 
menjadi gerah terhadap kejadian tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan 
bagi PT. Astra Honda motor karena mengganggu penjualan dari Honda dan 
mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat terhadap sesama 
pelaku usaha industri sepeda motor. 
PT. Astra Honda Motor selaku pemegang Hak Desain Industri terhadap 
motor Honda dengan type Honda Supra X 125 R, Honda Vario, Honda Revo, 
Honda Tiger dan Honda CBR 150 R telah memberikan peringatan disalah 
satu surat kabar terbesar di Indonesia yaitu surat kabar Kompas bahwa telah 
beredar sepeda motor palsu atau tiruan yang menggunakan desain industri 
milik Honda tanpa persetujuan dari Honda sendiri2. Ini tentu melanggar  
undang-undang Hak Desain Industri seperti yang sudah dijelaskan pada 
bagian awal yaitu tepatnya pada Pasal 9 Undang-undang Desain Industri 
bahwa seseorang dilarang yang tanpa persetujuan pemegang Hak Desain 
Industri untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 
dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. PT. Astra 
                                                             
2 http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=2005945&page=4 diakses pada tanggal 27 mei 2012. 
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Honda Motor selaku pemegang Hak Desain Industri atas motor Honda juga 
telah melakukan razia oleh pihak yang berwajib dan menyita ratusan sepeda 
motor yang dinilai telah melanggar Hak Desain Industri Honda. 
Hal ini bukanlah kejadian pertama kali yang dialami oleh Honda karena 
hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2003 lalu. Pelanggaran terhadap 
desain industri antara PT. Anglo Sama Permata Motor dengan sepeda motor 
garuda dan PT. Astra Honda Motor dengan desain industri Motor Scooter, 
yang dimana Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa PT. Anglo 
Sama Permata Motor dengan sepeda motor garuda yang dimilikinya adalah 
desain yang tidak baru, dan desain tersebut adalah sama/identik dan/atau 
meniru desain industri motor scooter dari PT. Astra Honda Motor3. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk 
mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak 
Desain Industri yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha industri sepeda 
motor. 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Ansori Sinungan, 2011, Perlindungan Desain Industri (Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya 
Di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 488. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari permasalahan pokok tersebut dipecah ke dalam dua sub masalah, 
yaitu : 
1. Sejauh manakah Undang-undang Desain Industri memberikan 
perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri ? 
2. Upaya hukum apakah yang dilakukan pemegang Hak Desain Industri 
terhadap pelanggaran Hak Desain Industri? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui sejauh manakah Undang-undang Desain Industri 
memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain 
Industri. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dilakukan pemegang Hak 
Desain Industri terhadap pelanggaran Hak Desain Industri. 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis: 
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan dan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan Hak Desain Industri 
pada khususnya. 
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2. Kegunaan Praktis: 
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 
bantuan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau 
mungkin akan dihadapi oleh pemegang hak ekslusif mengenai masalah 
perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Kekayaan Intelektual 
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan dari bahasa 
Inggris intellectual property right. Menurut World Intellectual Property 
Organisation (WIPO), hak kekayaan intelektual adalah kreasi yang dihasilkan 
dari pikiran manusia yang meliputi karya sastra dan seni, simbol, nama, citra 
dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.4 Definisi yang lebih 
umum dikemukakan oleh Jill Mc-Keough dan Andrew Stewart yang 
mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum 
untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”5. 
OK. Saidin juga memiliki pendapat tentang pengertian hak kekayaan 
intelektual, menurutnya hak kekayaan intelektual adalah suatu hak 
kebendaan dimana hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja 
otak yaitu hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. 
Hasil kerjanya itu berupa benda yang immaterial, yaitu tidak berwujud. Hasil 
kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang 
optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, 
                                                             
4Tomi Suryo Utomo, Op.cit, hal. 1. 
5Ibid. 
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mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan 
menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil 
pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung ke dalam 
kelompok ini disebut sebagai kaum intelektual.6 
Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, 
rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang pula 
dapat menghasilkan intellectual property rights. Hanya orang yang mampu 
memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan 
yang disebut sebagai intellectual property rights. Itu pulalah sebabnya hasil 
kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat ekslusif.7 
Di dalam kepustakaan anglo saxon, intellectual property rights 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hak milik 
intelektual” yang menurut OK. Saidin lebih tepat jika diterjemahkan menjadi 
Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya 
sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum padahal tidak 
semua Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang 
sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk 
menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak 
                                                             
6OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9. 
7 Ibid, Hal. 10.  
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sewa, atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, 
dan lain sebagainya8. 
Jadi, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, 
karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki 
manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan 
mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya 
cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan sastra.9 
Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu 
dihubungkan dengan tiga aspek penting, yaitu10 : 
a. Adanya sebuah hak ekslusif yang diberikan oleh hukum. 
b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 
kemampuan intelektual. 
c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 
 
 
 
 
 
                                                             
8 Ibid. 
9Efridani Lubis, Elisa Abggraeni, Krisnani Seyowati, Dan M. Hendra Wibowo, 2005, Hak Kekayaan 
Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi, Kantor HKI-IPB, Bogor, hlm. 2. 
10 Tomi Suryo Utomo, Op.cit, hal. 2. 
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2. Ruang Lingkup HKI 
Secara garis besar, hak kekayaan intelektual Indonesia terbagi ke 
dalam tujuh bagian, yaitu11 : 
a. Hak cipta (copyright) 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta 
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dimana ciptaannya itu berada pada lingkup ilmu 
pengetahuan, seni, atau sastra. 
b. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang meliputi: 
1) Paten (patent) 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 
Paten menyatakan bahwa paten adalah hak ekslusif yang 
diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya 
dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu 
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan 
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 
 
                                                             
11 Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Pustaka 
Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18. 
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2) Merek (trademark) 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 
Merek menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang 
atau jasa. 
3) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa perlindungan 
varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh 
negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas 
Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia 
tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 
4) Rahasia dagang (trade secret) 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang 
Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah 
informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi 
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 
kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia 
dagang. 
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5) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) 
Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengertian dari desain tata 
letak sirkuit terpadu terbagi atas dua yaitu desain tata letak dan 
sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan 
peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 
satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau 
semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu, sedangkan sirkuit 
terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, 
yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang 
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan fungsi elektronik. 
6) Desain industri (industrial design) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri menyatakan bahwa desain industri adalah suatu 
kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, 
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua 
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan 
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai 
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untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, 
atau kerajinan tangan. 
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 
Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual adalah hasil kreasi dari 
pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka akan mendapat 
kepemilikan berupa hak alamiah (natural), akan tetapi pada tingkatan paling 
tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin 
bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda 
dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan 
dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem hak kekayaan 
intelektual. 
Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan 
pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan 
intelektual berdasarkan pada prinsip12 : 
a. Prinsip keadilan (the principle of natural justice) 
Berdasarkan prinsip ini, maka pencipta sebuah karya, atau orang 
lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, 
wajar memperoleh imbalan. 
 
 
                                                             
12Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPs-WTO &Hukum HKI Indonesia 
(Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13. 
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b. Prinsip ekonomi (the economic argument) 
Dalam prinsip ini, suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat 
ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk 
menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. 
c. Prinsip kebudayaan (the culture argument) 
Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan 
hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup 
yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian 
pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya 
bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.  
d. Prinsip sosial (the social argument) 
Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata 
untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus 
memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. 
4. Desain Industri Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual 
Pembangunan ekonomi Indonesia disusun dengan dasar Pancasila 
sebagai moral bangsa yang dilandasi pada Pasal 33 UUD 1945 yang 
menghendaki perekonomian, dirancang dan diselenggarakan sebagai usaha 
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan serta memperhatikan Pasal 27 
ayat (1) dan (2) yang menjamin hak ekonomi individu, maka kreasi dan 
inovasi individu perlu dilindungi di dalam suatu undang-undang dengan 
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tujuan untuk memajukan industri sehingga mampu bersaing dalam lingkup 
perdagangan nasional dan internasional.13 
Dibentuknya Undang-undang Desain Industri pada intinya bertujuan 
untuk mendorong kreasi dan inovasi masyarakat untuk terciptanya suatu 
karya desain dengan cara mempromosikan perlindungan hukum atas 
penciptaan tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan utama sebagaimana 
terjabar dalam konsideran dan penjelasan umum dalam Undang-undang 
Desain Industri menyatakan bahwa keanekaragaman budaya yang 
dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan 
dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan 
mempercepat pembangunan industri nasional.  
Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru desain 
orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penciptaannya. 
Dengan cara demikian, barang yang merupakan tiruan desain baru tersebut 
dapat dijual dengan harga semurah-murahnya. Hal ini berarti bahwa 
seseorang telah merampas kesempatan pendesain asli untuk memperoleh 
keuntungan dari jerih payahnya membuat suatu ciptaan.14 
Perlindungan hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral 
rights) yang diberikan oleh Undang-undang tersebut searah dengan gagasan 
dalam konstitusi atau UUD 1945. Dilihat dari perspektif filosofi negara 
                                                             
13Yoan Nursari Simanjuntak, 2006, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum Dan Sosial), Srikandi, 
hlm. 46. 
14Ibid, hal. 47. 
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Indonesia, regulasi mengenai dua hal tersebut merupakan upaya 
mempromosikan hak-hak bangsa Indonesia dibidang sosial ekonomi. Secara 
ekonomi, economic rights dimaksudkan untuk memberikan keuntungan 
finansial bagi pendesain. Dari sisi sosial budaya, moral rights merupakan 
perlindungan nilai-nilai keberadaan manusia Indonesia sebagai manusia 
yang beradab yang diharapkan mampu menghargai jerih payah dan hasil 
karya yang menjadi hak orang lain. Pengaturan desain industri diharapkan 
mampu menjadi landasan bagi pemberian perlindungan yang efektif terhadap 
ancaman berbagai bentuk penjiblakan, pembajakan, atau peniruan desain15. 
Perlindungan hukum terhadap desain industri pada dasarnya adalah 
pengakuan terhadap hak seseorang atas desain yang diciptakannya untuk 
menikmati atau mengeksploitasi sendiri desain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu. Selama jangka waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati 
atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut  atas izin pemilik hak. 
Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak 
Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari 
pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka 
perwujudan iklim yang mampu mendorong terciptanya desain-desain baru 
dan sekaligus memberikan perlindungan hukum16. 
 
                                                             
15Ibid. 
16Budi Agus Riswandi, dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52. 
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B. Hak Desain Industri 
1. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri 
Asas hukum yang mendasari Hak Desain Industri ini adalah17 : 
a. Asas Publisitas 
Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan 
pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat 
mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu, hak atas desain industri 
diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi 
negara. Perbedaan yang mendasar antara Hak Desain Industri dan hak 
cipta adalah sistem pendaftaran Hak Desain Industri menggunakan 
sistem pendaftaran konstitutif, sedangkan hak cipta menganut sistem 
pendaftaran deklaratif. Jadi, ada persamaan dengan paten dalam 
sistem pendaftaran tersebut yaitu menggunakan sistem pendaftaran 
konstitutif. 
Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan pemeriksaan 
oleh badan yang menyelenggarkan pendaftaran, dimana pemeriksaan 
terhadap permohonan hak atas desain industri, mencakup dua hal : 
1) Pemeriksaan administratif 
2) Pemeriksaan Subtantif 
 
                                                             
17 OK. Saidin, Op.cit, hal. 477. 
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b. Asas Kemanunggalan (Kesatuan) 
Asas kemanunggalan ini bermakna bahwa hak atas desain industri 
tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan komponen lainnya, 
harus dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. 
Misalnya jika desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, 
tidak boleh hanya desain telapaknya saja. berbeda jika dimaksudkan 
desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya 
telapaknya saja. 
Demikian pula jika desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka 
yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. 
Konsekuensi jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka 
pendesain pertama tidak bisa mengklaim hal tersebut. Oleh karena itu, 
jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu 
kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri. 
c. Asas Kebaruan 
Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat 
perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain 
yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria 
kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu 
tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya 
sebagaimana telah disinggung di atas. 
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2. Pengertian Desain Industri 
Desain industri didefinisikan United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi 
teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan 
mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, 
pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri.18 
Desain Industri juga didefinisikan oleh International council society of 
industrial design (ICSID) bahwa desain industri sebagai suatu aktivitas kreatif 
untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek, dalam hal ini termasuk 
karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut 
pandang produsen dan konsumen,19 sedangkan di dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 2000, Desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi 
tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan 
warna, atau gabungannya, berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dan 
memberikan nilai estetika, serta dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
atau dua dimensi, dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang 
atau komoditi industri atau kerajinan tangan20. 
                                                             
18Muhammad Djumhana, 1999,  Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Jakarta, hlm. 7. 
19Ibid. 
20Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
21 
 
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan 
sebagai desain industri apabila mempunyai unsur-unsur21 : 
a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis,, warna, 
atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga 
dimensi atau dua dimensi. 
b. Memberi kesan estetis. 
c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi. 
d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau 
kerajinan tangan. 
3. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri 
Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran 
bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas 
cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri 
merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada 
yang mengatakan bahwa ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis 
atau seni grafika dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan 
terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.22 
Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, 
karikatur atau gambar atau grafik, suatu dimensi yang dapat diklaim sebagai 
hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau 
                                                             
21 Budi Agus Riswandi, Op.cit, hal. 53. 
22 OK. Saidin, 2004, Op.cit, hal. 467. 
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tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk 
materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah 
kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.23 
Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian 
hak kekayaan intelektual24: 
a. Pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan 
melihat Hak Desain Industri sebagai karya, cipta dan karsa (budaya). 
b. Pendekatan paten, yang berpangkal di Negara Jepang dan Amerika 
dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai bisnis. 
Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri 
sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya 
perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan itu di 
berbagai negara. Untuk lebih memahami ruang lingkup desain industri ini, 
ada pandangan suatu ahli yang sangat baik untuk membawa kita sehingga 
dapat lebih mampu melihat ruang lingkup desain industri ini, yaitu pandangan 
Misha Black yang termuat dalam laporannya kepada United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) yang menyebutkan beberapa 
aspek dari perencanaan sebuah produk industri, terdiri dari25 : 
a. Aspek kegunaan mengacu kepada interaksi langsung antara manusia 
dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti 
                                                             
23Ibid. 
24 OK. Saidin, Op.cit, hal. 469. 
25 Muhammad Djumhana, 1999,  Op.cit, hal. 9. 
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kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, 
perbaikan termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri. 
b. Aspek fungsi mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan 
dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata 
cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, 
penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarnisasi dan lain-lain. 
c. Aspek pemasaran berorientasi pada kebutuhan konsumen yang 
dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan 
produk, diversifikasi produks, skala prioritas harga, jaringan distribusi, 
dan lain-lain. 
d. Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai 
visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan 
seperti bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detil, 
proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir. 
Berbeda dengan pandangan Misha Black yang termuat dalam 
laporannya kepada United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), pandangan dari Agus Sachari melihat konseptual desain tersebut 
akan menjadi suatu realitas dengan jalan mentransformasi. Realitas dari 
transformasi tersebut meliputi realitas fungsional, realitas aman, realitas 
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terampil, realitas ekonomis, realitas estetis, dan realitas sikap atau dimensi 
etis.26 
Dengan melihat definisi mengenai desain industri yang dikemukakan 
oleh UNIDO dan pandangan Misha Black serta Agus Sachari, maka dapat 
dipahami bahwa desain industri pada dasarnya untuk menghasilkan produk 
industri selain berorientasi pada unsur fungsi, juga tidak meninggalkan unsur 
estetika, ekonomi, dan etis. Unsur estetika inilah bahkan merupakan salah 
satu nilai lebih dari sebuah produk industri, yang selanjutnya nilai lebih itu 
menjadikan produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang melebihi pesaingnya sekalipun. 
Melalui peran desain industri maka dunia industri akan mampu meningkatkan 
produktivitas, kualitas dan daya saing demi mempertahankan dan 
memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional27. 
4. Obyek / Syarat Desain Industri 
Di dalam Undang-undang Desain Industri telah jelas diatur bahwa tidak 
semua desain industri dapat menjadi obyek desain industri. Desain industri 
yang mendapat Hak Desain Industri adalah desain industri yang baru dan 
telah terdaftar serta desain industri yang tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan atau 
                                                             
26 Ibid, hal. 10. 
27 Ibid. 
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agama. Adapun penjelasan dari kedua obyek desain industri tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a. Desain industri yang baru: 
Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini 
berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai unsur kebaruan saja 
yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat 
didaftar, dimana Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal 
penerimaan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan 
pengungkapan yang telah ada sebelumnya, sedangkan yang dimaksud 
dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri 
sebelum tanggal penerimaan permohonan atau tanggal prioritas dalam hal 
permohonan diajukan dengan hak prioritas, atau telah diumumkan atau 
digunakan di Indonesia ataupun di luar Indonesia28. 
Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam 
jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain 
tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau 
internasional di Indonesia ataupun di luar negeri, baik itu resmi atau diakui 
sebagai resmi dan juga telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam 
rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, pengembangan29. 
                                                             
28Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
29Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  
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“Pameran resmi” yang dimaksudkan disini adalah pameran yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan “pameran yang diakui resmi” 
adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui oleh 
pemerintah30.  
b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan : 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua desain industri 
yang baru dapat diberikan Hak Desain Industri. Pasal 4 Undang-undang 
Desain Industri mengatur desain industri yang tidak mendapatkan 
perlindungan, yakni Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain 
industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan31. Seperti batik cetak 
ataupun desain berupa “kalimat tertentu” yang menyinggung pemilik agama 
tertentu atau barang-barang yang berdesain “pornografi”32. Dan kamar mandi 
atau Closed yang menyinggung agama seperti berbentuk masjid ataupun 
gereja. 
 
 
 
                                                             
30Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Pustaka 
Yustisia, Yogyakarta, hlm. 189. 
31Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
32Insan Budi Maulana, 2010, A-B-C Desain Industri (Teori Dan Prakteknya Di Indonesia), PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25. 
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5. Subyek Desain Industri 
Hak Desain Industri dapat diberikan kepada pendesain atau yang 
menerima hak tersebut dari pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa 
orang, maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama 
kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu desain industri dibuat oleh 
pendesain dalam hubungan dinas dengan suatu instansi negara atau 
pemerintah, maka pemegang hak desain adalah instansi tersebut, kecuali 
ada perjanjian lain. Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah 
hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya, ketentuan 
semacam ini berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain 
berdasarkan pesanan instansi negara atau pemerintah. Hak Desain Industri 
yang dibuat seseorang berdasarkan pesanan dari instansi negara atau 
pemerintah tetap dipegang oleh instansi tersebut, kecuali diperjanjikan lain. 
Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk mengklaim haknya 
apabila desain industri tersebut digunakan untuk hal-hal di luar hubungan 
kedinasan33. 
Desain industri yang dibuat oleh seseorang yang bekerja sebagai 
karyawan di suatu lembaga swasta, tetap menjadi milik karyawan tersebut 
baik sebagai pendesain (pemilik desain) maupun sebagai pemegang Hak 
Desain Industri akan tetapi ketentuan ini bisa berubah jika ada perjanjian 
                                                             
33 Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Pustaka 
Yustisia, Yogyakarta, hlm. 190. 
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antara kedua belah pihak. Ketentuan ini juga berlaku untuk desain yang 
dikerjakan oleh orang lain (bukan karyawan) berdasarkan pesanan yang 
dibuat oleh lembaga swasta atau perorangan. Ketentuan sebagaimana 
dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan 
namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri dan 
berita resmi desain industri. Pencantuman nama pendesain merupakan suatu 
keharusan dalam bidang HAKI dan dikenal dengan instilah Hak Moral (Moral 
right).34 
Dalam pemberian hak yang diberikan kepada pemegang Hak Desain 
Industri adalah hak ekslusif dimana hak tersebut merupakan hak untuk 
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang 
orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak 
Desain Industri akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut dikecualikan dari 
ketentuan apabila pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian 
dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
pemegang Hak Desain Industri35. 
 
 
 
                                                             
34 Ibid, hal. 191. 
35 Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
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6. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri  
Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dimana akan 
dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi 
desain industri36. 
 
7. Pendaftaran Desain Industri 
Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan yang diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan 
membayar biaya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Desain 
Industri dan kemudian permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon 
atau kuasanya37. Adapun permohonan tersebut harus memuat hal-hal 
sebagai berikut38 : 
a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. 
b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. 
c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. 
d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui 
kuasa. 
e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, 
dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 
                                                             
36 Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
37 Pasal 11 angka 1 - 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
38 Pasal 11 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Memuat persyaratan di atas, permohonan yang diajukan ke Direktorat 
Jenderal harus juga dilampirkan hal-hal sebagai berikut39 : 
a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang 
dimohonkan pendaftarannya. 
b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. 
c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan 
pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. 
Ketika permohonan tersebut diajukan secara bersama-sama oleh lebih 
dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah 
satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain40. 
Dan apabila dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, 
permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti 
yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang 
bersangkutan41. 
Dari ketentuan-ketentuan sebelumnya, pihak yang mengajukan pertama 
kali permohonan terhadap Hak Desain Industri adalah pihak yang dianggap 
sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika pihak tersebut terbukti 
sebaliknya42. Pengajuan setiap permohonan Hak Desain Industri hanya dapat 
untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan 
                                                             
39 Pasal 11 angka 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
40 Pasal 11 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
41 Pasal 11 angka 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
42 Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama43. contoh 
dari satu kesatuan desain industri adakah seperangkat barang misalnya teko, 
cangkir, gelas dan toples yang memiliki konfigurasi atau komposisi garis atau 
warna yang sama atau memiliki kesamaan bentuk. Apabila pemohon yang 
bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, pemohon harus 
mengajukan permohonan melalui kuasa dan pemohon sebagaimana yang 
dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia44. 
Permohonan dengan menggunakan hak prioritas juga bisa dilakukan 
dengan pengajuan hak prioritas dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima 
di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota 
persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia dan wajib 
dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang 
menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya 
dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 
setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak 
Prioritas. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka Permohonan tersebut 
dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.45 
                                                             
43 Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
44 Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
45 Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Selain salinan surat permohonan, Direktorat Jenderal dapat meminta 
agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula 
dengan46 : 
a. Salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan 
dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan 
b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah 
penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru. 
Di samping itu, tanggal penerimaan permohonan menjadi sangat 
penting dikarenakan hal tersebut bersangkutan dengan titik awal 
perlindungan terhadap Hak Desain Industri. 
 Secara normatif yang diatur di alam Undang-undang Desain Industri, 
tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat 
pemohon sebagai berikut47: 
a. Mengisi formulir Permohonan. 
b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain 
industri yang dimohonkan pendaftarannya. 
c. Membayar biaya Permohonan. 
Dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan apabila 
ternyata memiliki kekurangan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada 
pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 
                                                             
46 Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
47 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan 
kekurangan tersebut dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas 
permintaan pemohon.48  
Apabila kekurangan tersebut tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal 
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa 
permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah 
dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.49 
Di dalam permintaan penarikan kembali permohonan tersebut, dapat 
diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh pemohon atau 
kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan. 
8. Pengalihan Hak Dan Lisensi Desain Industri 
Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak 
cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan 
atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan  atau 
penyerahan hak kepada pihak lain, ini berati yang beralih adalah hak 
ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain.  
Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan50: 
a. Pewarisan. 
b. Hibah. 
c. Wasiat. 
                                                             
48 Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
49 Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
50 Pasal 31 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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d. Perjanjian tertulis. 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Pengalihan terhadap Hak Desain Industri di atas harus disertai dengan 
dokumen tentang pengalihan hak dimana segala bentuk pengalihan Hak 
Desain Industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada 
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya akan tetapi pengalihan Hak 
Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak 
berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila pengalihan Hak Desain Industri 
itu terjadi, maka pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam berita 
resmi desain industri51. 
Dalam pengalihan Hak Desain Industri tersebut tidak menghilangkan 
hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam 
setifikat desain industri, berita resmi desain industri, maupun dalam daftar 
umum desain industri52, inilah yang disebut dengan hak moral53. Disamping 
pengalihan atas dasar yang disebut di atas, hak atas desain industri dapat 
juga dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan, antara lain melalui 
lisensi54. 
                                                             
51 Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
52 Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
53 OK. Saidin, Op.cit, hal. 481. 
54 Ibid. 
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Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada 
pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua 
perbuatan yang melekat pada hak ekslusif tersebut kecuali jika diperjanjikan 
lain.55 Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang Hak 
Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi 
kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak 
tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain56.  
Adapun ketentuan-ketentuan dari perjanjian lisensi diatas yaitu57 : 
a. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri 
pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. 
b. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain 
industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. 
c. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi desain industri. 
Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan 
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan 
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal tersebut terjadi, 
maka Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi 
tersebut58. 
                                                             
55 Pasal 33 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
56 Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
57 Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
58 Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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9. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri 
Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan dua cara, 
yaitu: 
a. Berdasarkan permintaan pemegang hak59 
Desain industri terdaftar dapat dibatalkan olek Direktorat Jenderal atas 
permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri, 
kemudian apabila penerima lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam 
daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis 
yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut, maka 
pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat dilakukan. Ketika keputusan 
pembatalan tersebut ada, maka keputusan pembatalan Hak Desain Industri 
diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima 
lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum 
desain industri ataupun pihak yang mengajukan pembatalan dengan 
menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan 
tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. 
Apabila telah ada keputusan pembatalan pendaftaran, maka keputusan 
pembatasan pendaftaran dicatat dalam daftar umum desain industri dan 
diumumkan dalam berita resmi desain industri. 
b. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan)60. 
                                                             
59 Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
60 Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
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Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh 
pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-undang Desain Industri kepada pengadilan 
niaga. 
Putusan pengadilan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual paling lama 14 hari setelah tanggal putusan 
dimana pembatalan pendaftaran desain industri tersebut menghapuskan 
segala akibat hukum yang berkaitan desain industri dan hak-hak lain yang 
berasal dari desain industri tersebut 
C. Pelaku Usaha Industri 
Sebelum membahas pengertian dari pelaku usaha industri, baiknya 
diartikan terlebih dahulu satu persatu apakah pengertian dari pelaku usaha 
dan pengertian dari industri dan kemudian mengambil kesimpulan pengertian 
dari pelaku usaha industri dari kedua pengertian tersebut. 
Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
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sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi61. 
Dari ketentuan tersebut dapat  dijabarkan ke dalam beberapa syarat, 
yaitu62: 
a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha: 
1) Orang perorangan yakni setiap individu yang melakukan kegiatan 
usahanya secara seorang diri. 
2) Badan usaha yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama 
melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat 
dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni: 
a) Badan hukum 
Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke 
dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan 
terbatas dan koperasi. 
b) Bukan badan hukum 
Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas 
dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, 
seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan 
usaha secara insidentil. Misalnya, pada saat mobil mogok 
karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yang 
                                                             
61 Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 
62 http://www.tunardy.com/pengertian-pelaku-usaha-menurut-uu-pk/ Diakses Pada Tanggal 19 
Januari 2012. 
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menawarkan untuk mendorong mobil Anda dengan syarat 
mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat 
dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum. 
b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini: 
1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik 
Indonesia. 
2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia 
c. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian. 
d. Di dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian ini sangat luas, bukan 
hanya pada bidang produksi. 
Ahmadi Miru memberikan komentar kepada definisi dari pelaku usaha 
yang ditetapkan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang 
dimana menurut pandangannya definisi dari pelaku usaha tersebut terlalu 
luas cakupannya karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. Dalam 
pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku 
usaha di luar negeri, karena Undang-undang Perlindungan Konsumen 
membatasi orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia63. 
                                                             
63Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 9. 
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Maka dari itu, Ahmadi Miru memberikan definisi pelaku usaha adalah 
setiap orang perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan 
diwilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dalam 
berbagai kegiatan ekonomi. 
Sedangkan Industri sendiri berasal dari bahasa latin yaitu industria yang 
artinya buruh atau tenaga kerja. Dewasa ini, istilah industri sering digunakan 
secara umum dan luas yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahtraan.64 Pengertian 
Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan 
ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain 
adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok.65 
Definisi dari industri sendiri di dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 
1984 tentang Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi 
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.66 
Jenis-jenis/macam industri berdasarkan klasifikasi berdasarkan SK 
Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 : 
a. Industri kimia dasar : 
contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb 
                                                             
64http://definisipengertian.com/2011/pengertian-industri/ Diakses Tanggal 27 Januari 2012. 
65Ibid. 
66 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
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b. Industri mesin dan logam dasar : 
misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, 
dll. 
c. Industri kecil : 
Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak 
goreng curah, dll. 
d. Aneka industri : 
misalnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan 
lain-lain. 
Setelah mengurai definisi dari pelaku usaha dan industri, maka dari itu 
definisi dari pelaku usaha industri adalah setiap orang perorangan atau 
badan usaha yang didirikan dan berkedudukan diwilayah Republik Indonesia 
yang melakukan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi yang mengolah 
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi 
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Salah 
satu contoh pelaku usaha industri adalah pelaku usaha dalam industri 
kendaraan bermotor, yaitu PT. Astra Honda Motor yang memproduksi motor 
Honda di wilayah Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian adalah salah satu upaya untuk mengetahui lebih jelas 
mengenai permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode ilmiah 
secara sistematis untuk memberikan pengetahuan yang benar dan objektif 
mengenai gejala sosial di dalam masyarakat yang ditinjau dari segi hukum 
yang berlaku. Penelitian ini sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah, 
baik itu di dalam penyusunan skripsi ini karena inti permasalahan akan 
dianalisis kemudian dibahas sesuai kenyataan yang ada di lapangan. 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian di 
Jakarta, yaitu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tepatnya 
pada bagian Hak Desain Industri dan PT. Astra Honda Motor sebagai pihak 
yang dirugikan dan sebagai pemegang Hak Desain Industri serta salah satu 
pihak dari pelaku usaha industri sepeda motor yang melanggar kepemilikan 
Hak Desain Industri tepatnya pada PT. Triangle Motorindo sebagai produsen 
motor Viar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 
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instansi atau lembaga tersebut adalah instansi atau lembaga yang 
berhubungan langsung dengan penulisan skirpsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui 
media perantara yang berupa opini subjek baik secara individual 
ataupun kelompok dari responden dengan menggunakan pedoman 
wawancara. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari data yang sudah tersaji secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak 
lain) melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat 
dalam penulisan tugas akhir. 
2. Sumber Data 
Data yang diperoleh bersumber dari : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui 
wawancara dan tanya jawab terhadap objek penelitian yaitu dari 
pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian 
44 
 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tepatnya pada 
bagian Hak Desain Industri, dan pihak PT. Astra Honda motor 
sebagai pihak yang dirugikan dan sebagai pemegang Hak Desain 
Industri yaitu dengan Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor 
ataupun Konsultan Hukum PT. Astra Honda Motor, serta pihak dari 
pelaku usaha industri sepeda motor yang melanggar kepemilikan 
Hak Desain Industri yaitu PT. Triangle Motorindo yaitu dengan 
Presiden Direktur ataupun Konsultan hukum. 
b. Data Sekunder 
Data yang sudah tersaji secara tidak langsung melalui media 
perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) dimana data 
tersebut mencantumkan informasi tentang masalah yang penulis 
angkat dan mempelajari literatur lainnya yang berhubungan dengan 
masalah yang penulis angkat untuk memperoleh dasar teoritis 
dalam penulisan tugas akhir, seperti data sekunder yang diperoleh 
dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tepatnya pada 
bagian Hak Desain Industri berupa tabel tentang jumlah 
permohonan pendaftaran desain industri serta hasil foto dari papan 
pengumuman permohonan desain industri, PT. Astra Honda Motor 
berupa brosur tentang jenis dan harga motor yang ditawakan, PT. 
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Triangle Motorindo berupa brosur dan harga motor yang ditawarkan, 
buku-buku, internet, serta literatur lainnya. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun 
penelitian literatur, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview) 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan 
wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi  yang 
diperlukan melalui pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan 
pihak PT. Astra Honda motor sebagai pihak yang dirugikan dan sebagai 
pemeganga Hak Desain Industri, serta pihak dari pelaku usaha industri 
sepeda motor yang melanggar kepemilikan Hak Desain Industri 
2. Teknik Dokumentasi (Archivel Method) 
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan 
menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar 
maupun elektronik berupa catatan-catatan, laporan-laporan, gambar, 
foto dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian yaitu berasal dari data primer dan 
data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
tepatnya pada bagian Hak Desain Industri, PT. Astra Honda Motor, PT. 
Triangle Motorindo, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri, buku-buku, internet, serta literatur lainnya berupa teknik wawancara 
dan juga teknik dokumentasi yang kemudian akan diolah dan akan dianalisis 
secara kualitatif yaitu penelitian yang berangkat dari teori menuju data dan 
berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.. 
Data dari hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu 
penggambaran situasi yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Undang-undang Desain Industri Dalam Pemberian Perlindungan 
Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri 
Kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri didasarkan pada keinginan memberikan perlindungan hukum 
terhadap desain industri untuk meningkatkan daya saing industri indonesia 
dalam era perdagangan globalisasi dan realisasi komitmen Indonesia yang 
telah meratifikasi perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual 
termasuk desain industri. Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk 
memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai 
bentuk penjiblakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang 
telah dikenal luas agar dapat merangsang kreativitas para pendesain agar 
terus menerus menciptakan desain baru. 
Adapun perlindungan hukum pemilik Hak Desain Industri yang diberikan 
oleh negara yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan 
preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu 
pelanggaran Hak Desain Industri dan tentu saja perlindungan ini merupakan 
sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat 
pencegahan. Perlindungan ini juga sangat berkaitan dengan kesadaran dari 
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pemilik Hak Desain Industri itu sendiri untuk mendaftarkan desain industrinya 
agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Melalui perlindungan 
hukum secara preventif ini maka lahirlah perlindungan hukum yang diberikan 
kepada pemilik desain industri terdaftar yaitu pemberian hak atas desain 
industri. 
Pemegang hak atas desain industri memiliki hak ekslusif untuk 
melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang 
orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 
mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak 
Desain Industri67. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak atas desain industri 
merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh pemegang Hak Desain Industri dan 
tidak boleh dipergunakan oleh pihak lain kecuali dengan perjanjian lain 
seperti lisensi. Berangkat dari hal tersebut dapat diketahui bahwa 
perlindungan hukum preventif difokuskan pada pengawasan penggunaan 
Hak Desain Industri, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang Hak 
Desain Industri, dan anjuran-anjuran kepada pemilik desain industri untuk 
mendaftarkan desain industrinya tersebut agar haknya dapat dilindungi oleh 
negara. 
                                                             
67 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
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Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perlindungan 
hukum preventif tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Faktor hukum 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi 
pemegang hak atas desain industri. Sehubungan dengan hal itu, di 
dalam undang-undang diatur tentang desain industri yang tidak boleh 
didaftarkan yaitu : 
a. Desain industri yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain 
desain industri yang sama dengan pengungkapan yang telah ada 
sebelumnya 
b. Desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan agama. 
2. Faktor aparat Direktorat Hak Desain Industri 
Aparat Direktorat Hak Desain Industri Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual bertugas untuk memeriksa permohonan 
pendaftaran desain industri, maka hal yang paling mendasar yang 
perlu dicermati oleh aparat Direktorat Hak Desain Industri adalah 
terjadinya pendaftaran suatu desain industri yang sama dan 
menyerupai dengan desain industri yang telah didaftarkan 
sebelumnya, salah satunya disebabkan karena kurang baiknya kinerja 
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dari aparat direktorat jenderal Hak Desain Industri dalam melakukan 
proses filterisasi di awal pengajuan desain industri tersebut oleh 
masyarakat, dalam hal ini diperlukan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia di lingkup direktorat desain industri khususnya dibagian 
pejabat fungsional pemeriksa desain industri. 
Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan secara 
langsung untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau 
kejadian yang telah terjadi berupa pelanggaran hak atas desain industri. 
Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga 
peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan 
terhadap pelanggaran desain industri. Dalam perlindungan hukum yang 
sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku 
pelanggaran Hak Desain Industri sesuai dengan Undang-undang Desain 
Industri yang berlaku juga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 
secara konsisten. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagian Hak Desain Industri 
tepatnya pada Pejabat Fungsional yaitu Edi Priyanto pada hari selasa tanggal 
24 Juni 2012 dapat diperoleh informasi bahwa mereka telah melakukan 
perlindungan hukum preventif bagi para pemilik desain industri di Indonesia. 
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Perlindungan preventif tersebut berupa diadakannya seminar dan workshop 
mengenai pentingnya penegakan hukum desain industri. Seminar tersebut 
diselenggarakan melalui kerjasama antara pihak Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM yang berada di wilayah Indonesia. Adapun seminar dan workshop 
penegakan hukum desain industri yang dimaksud adalah mengenai 
penekanan pentingnya pendaftaran desain industri bagi pemilik desain 
industri. 
Untuk perlindungan hukum represif, Pejabat Fungsional Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagian Hak Desain Industri, Edi Priyanto 
pada hari selasa tanggal 24 Juni 2012 menyatakan bahwa : 
“Kami belum bisa mengadakan perlindungan hukum secara represif 
kepada pemilik desain industri terdaftar. Hal itu dikarenakan kami tetap 
mengacu kepada ketentuan dari Undang-undang Desain Industri 
bahwa diajukannya suatu perkara terhadap pelanggaran desain 
industri merupakan suatu delik aduan. Jadi, sebelum ada pihak dari 
pemilik desain industri yang mengadu, kami tidak bisa mengadakan 
proses penyidikan. Meskipun kami mengetahui bahwa memang di 
indonesia banyak terjadi berbagai pelanggaran desain industri” 
Pendapat dari Edi Priyanto tersebut didasarkan pada Pasal 38 
Undang-undang Desain Industri yang diatur bahwa gugatan pembatalan 
pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, 
yang menurut hemat penulis seharusnya pihak direktorat desain industri 
dapat melakukan tindakan represif dengan cara membatalkan langsung 
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pengajuan desain industri tersebut atau dengan memberitahukan kepada 
pemegang Hak Desain Industri dikarenakan tidak semua pemegang Hak 
Desain Industri mengetahui desain industri apa sajakah yang telah 
diumumkan didaftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. 
Di Indonesia dikenal dua sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual 
yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem 
deklaratif disebut juga sistem pasif karena memberikan asumsi bahwa pihak 
yang terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak 
diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa 
apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik 
serupa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Sedangkan dalam 
sistem pendaftaran konstitutif, pihak  yang berhak atas suatu desain industri 
adalah pihak yang telah mendaftarkan desain industrinya. Pihak pendaftar 
adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu desain industri dan pihak 
lain menghormati haknya. Di dalam Undang-undang Desain Industri telah 
jelas diatur di dalam Pasal 10 bahwa Hak Desain Industri diberikan atas 
dasar permohonan. Hal tersebut jelas merupakan sistem pendaftaran 
konstitutif. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada hari selasa 
tanggal 24 Juni 2012 kepada pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual bagian Hak Desain Industri yaitu Edi Priyanto Senada dengan 
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sistem pendaftaran Desain Industri pada Pasal 10 juga berpendapat sama 
bahwa : 
“Hak Desain Industri itu timbul karena adanya pendaftaran, jadi harus 
mengajukan permohonan pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual dulu dan kemudian diproses yang apabila ada 
kekurangan terhadap syarat administrasi akan diberikan surat untuk 
dilengkapi dan apabila tidak ada kekurangan terhadap syaratnya 
tersebut maka akan dipublikasikan atau diumumkan kepada masyarakat 
selama 3 bulan untuk menunggu ada yang keberatan terhadap 
permohonan Hak Desain Industri tersebut atau tidak, dan jika tidak ada 
yang mengajukan keberatan dan tidak terjadi masalah terhadap 
permohonan tersebut maka akan langsung diberikan hak yaitu Hak 
Desain Industri”. 
Berdasarkan uraian di atas tentang sistem pendaftaran konstitutif atau 
dengan kata lain perlu adanya suatu pendaftaran desain industri untuk 
mendapatkan suatu kepemilikan terhadap desain industri, Berikut ini 
merupakan jumlah permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan 
pada tahun 2009-2011 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada 
tahun 2009 jumlah permohonan yang diajukan adalah sebanyak 4201, dan 
pada tahun 2010 jumlah permohonan yang diajukan sebanyak 4047, 
sedangkan pada tahun 2011 jumlah permohonan yang diajukan di Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebanyak 4196. 
Dari jumlah permohonan pendaftaran desain industri tersebut di atas 
dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk klasifikasi, yaitu berdasarkan 
klasifikasi pendaftaran dari luar negeri dan dalam negeri, permohonan melalu 
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perorangan atau badan hukum, dan pendaftaran desain industri oleh UKM 
dan Non UKM. 
Berikut ini tabel tentang penerimaan permohonan pendaftaran desain 
industri berdasarkan klasifikafikasi pendaftaran dari luar negeri dan dalam 
negeri, permohonan melalu perorangan atau badan hukum, dan pendaftaran 
desain industri oleh UKM dan Non UKM pada tahun 2011.  
Tabel 1.2 
Permohonan pendaftaran desain industri yang berasal dari luar negeri 
dan dalam negeri. 
BULAN DALAM NEGERI LUAR NEGERI JUMLAH 
Januari 233 60 293 
Februari 243 52 295 
Maret 298 126 424 
April 156 88 244 
Mei 132 316 448 
Juni 217 134 351 
Juli 244 86 330 
Agustus 260 80 340 
September 160 81 241 
Oktober 252 196 448 
November 245 108 353 
Desember 298 131 429 
Jumlah 2738 1458 4196 
Tahun 2010 2987 1060 4047 
Perbandingan 91,7% 137,5% 103,7% 
Sumber : Data Sekunder 
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Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa dari 4196 jumlah 
permohonan pendaftaran desain industri, 2738 permohonan berasal dari 
dalam negeri dan 1458 permohonan berasal dari luar negeri. 
Tabel 1.3 
Permohonan pendaftaran desain industri oleh perorangan dan badan 
hukum. 
BULAN PERORANGAN BADAN HUKUM JUMLAH 
Januari 168 125 293 
Februari 168 127 295 
Maret 225 199 424 
April 117 127 244 
Mei 232 216 448 
Juni 165 186 351 
Juli 138 192 330 
Agustus 191 149 340 
September 129 112 241 
Oktober 154 294 448 
November 173 180 353 
Desember 212 217 429 
Jumlah 2072 2124 4196 
Tahun 2010 2072 2124 4047 
Perbandingan 98,9% 108,9% 103,7% 
Sumber : Data Sekunder 
Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa dari 4196 jumlah 
permohonan pendaftaran desain industri, 2072 permohonan berasal dari 
perorangan dan 2124 permohonan berasal badan hukum. 
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Tabel 1.4 
Permohonan pendaftaran desain industri oleh UKM dan Non UKM. 
BULAN UKM NON UKM JUMLAH 
Januari 0 293 249 
Februari 1 294 295 
Maret 1 423 424 
April 0 244 244 
Mei 1 447 448 
Juni 6 345 351 
Juli 0 330 330 
Agustus 14 326 340 
September 0 241 241 
Oktober 0 448 448 
November 1 352 353 
Desember 1 428 429 
Jumlah 25 4171 4196 
Tahun 2010 31 4016 4047 
Perbandingan 80,6% 103,9% 103,7% 
Sumber : Data Sekunder 
Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa dari 4196 jumlah 
permohonan pendaftaran desain industri, 25 permohonan berasal dari dalam 
UKM dan 4171 permohonan berasal dari non UKM. 
Berdasarkan ketiga tabel jumlah permohonan desain industri di atas, 
dapat dilihat bahwa pengajuan permohonan desain industri oleh pemilik 
desain industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tersebut 
sangat besar. Meskipun banyaknya pendaftaran Hak Desain Industri seperti 
data yang tersaji di atas, tetapi hal tersebut tidak menjamin bahwa adanya 
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pihak lain yang mendaftarkan Desain Industri yang sama di Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
Salah satu kelemahan yang dapat mengakibatkan adanya pendaftaran 
desain industri yang sama dengan pengungkapan sebelumnya adalah di 
dalam sistem pengumuman desain industri yang dilakukan pihak Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang masih sangat kurang dalam 
pemberian informasi kepada masyarakat. Pengumuman desain industri yang 
ditempatkan masih bersifat manual yaitu menempatkan pengumuman desain 
industri secara konvensional pada papan pengumuman di Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual saja yang dimana masyarakat luas sangat tidak 
memungkinkan untuk melihatnya. Jika dilihat dari luasnya wilayah negara 
Republik Indonesia, hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dan sangat 
tidak memungkinkan bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di kota Tangerang untuk 
melihat pengumuman tersebut. Adapun pengumuman desain industri juga 
terdapat di website direktorat hak kekayaan intelektual, tetapi pengumuman 
yang berada di website tersebut masih belum update dalam 
mempublikasikan desain industri yang baru melihat waktu pengumuman yang 
hanya dalam 3 bulan saja. 
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Hal ini dibenarkan oleh pejabat fungsional Direktorat Hak Desain 
Industri direktorat hak kekayaan intelektual, Yuriko Pandit, yang berdasarkan 
hasil wawancara pada hari selasa tanggal 24 Juni 2012 menyatakan bahwa : 
“Saat ini publikasi yang dilakukan direktorat desain industri masih 
bersifat intern yaitu menempatkan pengumuman desain industri pada 
papan pengumuman yang terdapat dalam kantor direktorat hak 
kekayaan intelektual. Pengumuman juga terdapat pada website kami, 
tapi kami belum mengetahui apakah website tersebut update atau tidak, 
tetapi pengumuman yang terupdate itu berada pada papan 
pengumuman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”. 
Berikut ini gambar foto mengenai papan pengumuman yang 
ditempatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
Gambar 1.1 
Papan Pengumuman Hak Desain Industri 
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Gambar 1.2 
Papan Pengumuman Hak Desain Industri 
 
Gambar 1.3 
Papan Pengumuman Hak Desain Industri 
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Menurut hemat penulis, seharusnya pengumuman desain industri yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya 
ditempatkan pada papan pengumuman yang berada di Direktorat Jenderal 
saja, tetapi pengumuman tersebut haruslah disebar ke kantor wilayah 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun fungsi dari website 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya dapat 
dipergunakan sebagai sarana pengumuman Hak Desain Industri yang setiap 
hari harus terus di Update desain industri apakah yang telah didaftarkan di 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar masyarakat dapat lebih 
mudah serta jelas untuk dilihat sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 Undang-
undang Desain Industri. 
Selain hal tersebut dia atas, di dalam Undang-undang Desain Industri 
juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah definisi dari desain industri 
yang dianggap baru. Di dalam Undang-undang Desain Industri hanya 
mengatur bahwa suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal 
penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang 
telah ada sebelumnya. Penafsiran kata tidak sama dalam praktiknya selama 
ini tidak diartikan dengan berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa 
walaupun hanya berbeda sedikit saja hal tersebut dianggap tidak sama 
sehingga dianggap sebagai desain industri yang baru. Suatu desain industri 
yang dapat dikatakan sama apabila dua desain yang diperbandingkan adalah 
61 
 
benar-benar identik sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik 
bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warnanya, hal tersebut masih tetap 
dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip hal tersebut tetap dianggap 
tidak sama. 
Dengan adanya penafsiran seperti itu, kriteria kebaruan yang berada di 
dalam Undang-undang Desain Industri memungkinkan banyaknya terjadi 
konflik atau sengketa di lapangan karena banyaknya produk-produk yang 
beredar di pasaran yang memiliki persamaan ataupun kemiripan, tetapi 
pemegang sertifikat desain industri sulit untuk dapat menuntut pihak lain yang 
dianggap melanggar karena untuk dapat dianggap melanggar, desain industri 
pihak lain tersebut harus betul-betul sama. 
Hal ini dibenarkan juga oleh Yuriko Pandit, pejabat fungsional Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada hasil wawancara yang dilakukan 
penulis pada hari selasa tanggal 24 Juni 2012 yang menyatakan bahwa : 
“Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang meliputi 
perlindungan bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna sehingga apa 
yang diklaimnya itu apakah meliputi dari bagian-bagian tersebut. Dilihat 
dari Pasal 2 Undang-undang Desain Industri telah jelas diatur bahwa 
intinya adalah sama dan tidak sama. Kalau secara visualisasi barang 
tersebut itu sama, maka cenderung ke arah persamaan yang berarti itu 
bisa dianggap sebagai desain industri yang tidak baru, tetapi kalau 
desain industri tersebut berada pada tataran mirip, maka desain industri 
tersebut dianggap baru. Adapun negara yang menganut sistem 
kemiripan adalah negara jepang, sedangkan Indonesia sendiri 
menggunakan sistem sama atau tidak sama”. 
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Mengingat dalam prakteknya di Indonesia, masalah penafsiran atas 
kriteria kebaruan tersebut masih berbeda satu sama lain, baik itu penafsiran 
oleh para saksi ahli, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maupun 
oleh para aparat penegak hukum. Ketidakjelasan dari kriteria kebaruan di 
dalam Undang-undang Desain Industri akan banyak menimbulkan 
permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia yang menjadi 
ketidakpastian hukum dalam proses penegakannya. Sebagai salah satu jalan 
keluarnya adalah yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap Undang-
undang Desain Industri, peranan para hakim untuk mengambil keputusan 
dalam proses pengadilan akan sangat menentukan. 
Adapun kelemahan lain dari Undang-undang Desain Industri ini terletak 
pada tidak diwajibkannya pemeriksaan subtantif pada pendaftaran desain 
industri tersebut. Di dalam Undang-undang Desain Industri diatur bahwa 
dalam hal tidak adanya keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya 
jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 
30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. 
Tidak dilakukannya pemeriksaan subtantif terhadap setiap permohonan 
desain industri apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain, telah menjadi 
salah satu permasalahan dalam implementasi Undang-undang Desain 
Industri. Dengan adanya pemeriksaan subtantif, berarti terhadap setiap 
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permohonan harus dikabulkan dan langsung diberikan sartifikat tanpa melihat 
apakah desain industri yang diajukan permohonannya tersebut telah 
memenuhi persyaratan kebaharuan. Akibatnya, Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual tidak bisa melakukan pengawasan secara objektif 
terhadap persyaratan kebaruan dari setiap permohonan desain industri yang 
diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Demikian juga 
posisi pemeriksa desain industri yang hanya dapat melakukan pemeriksaan 
subtantif apabila ada keberatan dari pihak lain. 
Berdasarkan kelemahan subtantif yang ada di dalam undang-undang 
desain industri, banyak desain industri yang tidak baru terpaksa harus 
dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan subtantif pada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kelemahan subtantif dari Undang-
undang Desain Industri ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh para pemohon 
yang beritikad tidak baik. Dengan menggunakan sertifikat desain industri 
yang didapat, mereka memberikan somasi dan mengancam akan 
melaporkan secara pidana para pesaing bisnis mereka, meminta agar 
melakukan penghentian pembuatan atau pemasaran atas produk-produk 
yang desainnya sama dengan pemegang Hak Desain Industri, dan apabila 
tidak melakukan apa yang dimintakan oleh pemegang hak tersebut maka 
mereka lalu akan menuntut secara pidana berdasarkan ketentuan yang ada 
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dalam Undang-undang Desain Industri, meminta ganti rugi dengan nilai yang 
cukup besar jumlahnya68. 
Untuk mengantisipasi adanya pemohon yang beritikad tidak baik, Pasal 
12 Undang-undang Desain Industri telah menentukan bahwa apabila terbukti 
adanya permohonan pendaftaran desain industri yang diajukan dengan itikad 
tidak baik, misalnya dengan melakukan pendaftaran desain industri yang 
tidak baru, pendaftarannya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 
Selain itu, dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Desain Industri, kata 
kecuali jika terbukti sebaliknya merupakan implementasi dari prinsip itikad 
baik yang dianut dalam sistem hukum indonesia. Betapa khawatirnya 
pembuat Undang-undang Desain Industri dengan mencantumkan penjelasan 
Pasal 12 undang-undang tersebut. Secara negatif, Undang-undang Desain 
Industri telah memprediksikan akan terjadi banyak pendaftaran desain 
industri oleh pemohon yang beritikad tidak baik. 
Di dalam Pasal 12 Undang-undang Desain Industri juga menyebutkan 
bahwa pihak yang pertama kali yang mengajukan permohonan pendaftaran 
desain industri dianggap sebagai pemegang hak kecuali dapat dibuktikan 
lain. Hakikat dari bunyi Pasal 12 Undang-undang Desain Industri tersebut 
adalah bahwa hak atas desain industri tersebut hanya bersifat anggapan 
umum yang artinya setiap saat desain industri tersebut dapat digugat 
                                                             
68 Ansori sinungan, Op.cit, hal. 365. 
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pembatalannya apabila ada indikasi bahwa desain industri tersebut tidak 
baru. Oleh sebab itu, apabila terdapat perkara-perkara gugatan pembatalan 
terhadap suatu desain industri terdaftar, para aparat penegak hukum dan 
pihak-pihak yang terkait dengan proses penegakan hukum, harus benar-
benar melaksanakan penegakan hukum dengan cara mencari kebenaran 
materiil dan bukan dengan cara mencari mendasarkan kebenaran 
berdasarkan kebenaran formal belaka berdasarkan adanya sertifikat desain 
industri yang dimiliki suatu pihak, apalagi kalau kepemilikan sertifikat tersebut 
didapat melalui cara itikad tidak baik69. 
Berikut ini tabel tentang permohonan Hak Desain Industri yang didaftar 
dan ditolak di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2011. 
Tabel 1.5 
permohonan Hak Desain Industri yang didaftar dan ditolak di Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2011. 
BULAN DAFTAR TOLAK 
Januari 278 0 
Februari 19 0 
Maret 359 25 
April 176 0 
Mei 216 51 
Juni 73 0 
Juli 210 0 
Agustus 232 37 
September 947 0 
                                                             
69Ansori sinungan, Op.cit, hal. 366. 
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Oktober 602 0 
November 980 128 
Desember 724 379 
Jumlah 4816 620 
Sumber : Data Sekunder 
Meilihat dari tabel di atas jelas bahwa permohonan Hak Desain Industri 
yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sangat 
banyak yaitu berjumlah 620 permohonan dari 4816 permohonan yang jika 
dipersenkan yaitu sekitar 11,55 % dari jumlah permohonan yang diajukan. 
Salah satu yang menjadi penyebab terhadap banyaknya permohonan yang 
ditolak dikarenakan tidak adanya pemeriksaan subtantif pada pendaftaran 
desain industri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Mengingat masalah sistem hak kekayaan intelektual terkait erat dengan 
masalah bisnis baik perorangan maupun perusahaan ataupun juga negara, 
sengkete-sengketa tersebut terkadang selalu diselesaikan di pengadilan. 
Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan akan banyak 
memakan waktu, tenaga, biaya, pikiran bagi mereka yang bersengketa. Oleh 
sebab itu, Undang-undang Desain Industri juga menerapkan ketentuan 
tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana disebutkan 
di dalam Pasal 47 Undang-undang Desain Industri bahwa penyelesaian 
perselisihan tersebut dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi. 
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Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem perundang-
undangan Indonesia merupakan hal baru yang secara eksplisit tertuang 
dalam semua undang-undang hak kekayaan intelektual. Alasan mengapa 
masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diadopsi oleh semua 
undang-undang hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut70 : 
1. Masalah hak kekayaan intelektual adalah masalah yang erat 
hubungannya dengan bidang perdagangan, sedangkan masalah 
perdagangan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap roda 
perekonomian bangsa yang melibatkan masalah peredaran barang, 
tenaga kerja, ekspor/impor dan lain-lain. 
2. Apabila semua sengketa perdata maupun perkara pidana harus 
diselesaikan di pengadilan, akan berdampak kelangsungan usaha, 
antara lain akan terhentinya ekspor/impor yang merupakan pemasukan 
devisa negara, buruh yang akan kehilangan pekerjaan, kemampuan 
pengembalian atas kewajiban perbankan dan lainnya. 
3. Apabila sengketa perdata maupun perkara pidana di bidang hak 
kekayaan intelektual hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan 
umum, para pengusaha yang bersengketa atau perlibat perkara pidana 
tersebut akan mengalami gangguan secara psikoligis, kehilangan 
konsentrasi untuk menjalankan manajemen perusahaan, kehilangan 
                                                             
70 Ansori sinungan, Op.cit, hal. 372. 
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waktu, tenaga, dan pikiran karena harus berkonsentrasi atas perkara 
yang sedang dihadapi. 
4. Apabila perkara-perkara hak kekayaan intelektual tersebut sedang 
dalam proses pengadilan, mereka yang terlibat baik dalam perkara 
pidana maupun perdata, setidak-tidaknya akan mengeluarkan biaya 
yang tidak sedikit untuk membayar berbagai biaya perkara dan biaya 
pengacara, belum lagi jika para pihak yang terlibat perkara-perkara 
tersebut harus menunggu sampai mendapat putusan yang berkekuatan 
hukum tetap, mulai dari putusan pengadilan negeri atau niaga sampai 
pada putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali (PK). 
Mengingat begitu kompleksnya masalah penyelesaian sengketa di 
pengadilan untuk perkara-perkara hak kekayaan intelektual, pemuatan 
ketentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan di semua undang-
undang hak kekayaan intelektual merupakan solusi untuk menghindarkan 
permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. 
Tujuan dari pemuatan ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan adalah semata-mata merupakan solusi untuk menghindari 
sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya dapat saja terjadi 
bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut 
digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki sertifikat desain industri untuk 
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mendapatkan ganti rugi dari pihak yang dianggap telah melanggar hak 
ekslusif dari pemegang sertifikat desain industri. 
Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-undang Desain 
Industri merupakan delik aduan seperti yang ditetapkan di Pasal 38 Undang-
undang Desain Industri, oleh karena itu, pihak pelapor dapat setiap saat 
mencabut laporan pengaduannya dari pihak berwenang apabila telah 
disepekati akan adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor. Pencabutan 
laporan tersebut kadangkala dijadikan sebagai tawar menawar dalam 
penyelesaian kompensasi dari terlapor. 
Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari selasa 
tanggal 24 Juni 2012 kepada pejabat fungsional Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Yuriko Pandit yang menyatakan bahwa : 
“Kami tidak bisa memproses suatu kasus pelanggaran Hak Desain 
Industri apabila pemilik Hak Desain Industri tersebut tidak 
melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
karena Hak Desain Industri ini memakai sistem delik aduan, yang 
apabila tidak dilapor maka kami tidak bisa mengambil tindakan, kami 
hanya bisa menunggu laporan dari pemegang Hak Desain Industri 
apabila ada indikasi adanya suatu pelanggaran Hak Desain Industri di 
lapangan dan apabila suatu sengketa terjadi kemudian terjadi suatu 
perdamaian antara kedua belah pihak, maka kami juga tidak bisa 
berbuat apa-apa“. 
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Berdasarkan uraian tersebut, sifat delik aduan dan mekanisme 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan kadangkala dapat dimanfaatkan 
oleh pemegang sertifikat desain industri untuk mendapatkan ganti rugi atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat 
disimpulkan bahwa memang perlu adanya perbaikan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Desain Industri tersebut 
yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
untuk lebih mengefektifitaskan implementasinya di dalam masyarakat, yang 
dimana di dalam praktiknya masih banyak menimbulkan permasalahan. 
Salah satu yang perlu diperbaharui adalah masalah tentang sistem 
pemeriksaan subtantif dan permasalahan-permasalahan yang penulis 
jelaskan sebelumnya dalam rangka tertibnya administrasi demi menjamin 
kepastian hukum. 
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Hak Desain Industri 
Terhadap Pelanggaran Hak Desain Industri. 
Pelanggaran terhadap Hak Desain Industri dapat mengakibatkan 
kerugian bagi pemegang Hak Desain Industri dan dapat merugikan juga bagi 
Negara. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki hak terhadap desain 
industri tersebut dapat melakukan upaya hukum apabila terdapat pelaku 
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usaha yang tidak beritikad tidak baik dengan melanggar yang terdapat pada 
Pasal 9 Undang-undang Desain Industri dan pelaku usaha yang melanggar 
dari yang telah diatur di dalam Undang-undang Desain Industri harus 
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. 
Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. 
Banyak pemilik Hak Desain Industri tidak melaporkan pelaku usaha yang 
menggunakan desain industrinya sebagaimana telah jelas diatur di dalam 
Pasal 9 Undang-undang Desain Industri dimana seseorang atau siapapun 
yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 
mengekspor. Mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan Hak 
Desain Industri karena hal tersebut sangatlah merugikan pemegang Hak 
Desain Industri baik itu secara hak moral ataupun hak ekonomi maupun 
merugikan negara. Kerugian ekonomi disebabkan karena pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran terhadap Hak Desain Industri dengan cara 
pemakaian desain industri tanpa hak yang dimana desain yang ditiru tersebut 
tidak ada bedanya sama sekali dari segi bentuk yang pada akhirnya 
konsumen memilih barang-barang yang lebih murah tetapi desainnya sama 
tetapi dengan merek yang berbeda. 
Salah satu pihak yang banyak dirugikan atas pelanggaran Hak Desain 
Industri tersebut salah satunya berasal dari produsen sepeda motor yang 
memiliki nama yang besar dengan desain produknya yang banyak disukai 
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oleh konsumen Indonesia yaitu Honda di bawah perusahan PT. Astra Honda 
Motor. Desain industrinya banyak ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang 
berasal dari Negara tirai bambu Cina, salah satunya dengan motor bermerek 
Viar dibawah perusahaan PT. Triangle Motorindo. PT. Astra Honda Motor 
sebagai pemegang Hak Desain Industri atas motor Honda dengan type 
Honda Supra X 125R, Honda CBR. Bukan hanya itu, perusahaan yang 
dirugikan atas tindakan PT. Triangle Motorindo serta perusahaan-perusahaan 
yang memakai desain industri perusahaan lain adalah perusahaan dengan 
merek Yamaha dibawah perusahaan PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg atas 
dengan type Jupiter Z. Adapun type motor Viar yang diduga memakai Hak 
Desain Industri dari kedua perusahaan tersebut adalah type Vix R, Star X, 
dan juga New Star-Z. 
Hal ini dibenarkan oleh sigit kumala, senior general manager sales 
division AHM mengatakan bahwa Ada beberapa merek yang kami temukan 
di lapangan yang masih melakukan plagiat meskipun sudah diperingatkan 
beberapa kali. Ini perlu diperhatikan karena mengganggu bisnis dan 
menjadikan persaingan yang tidak sehat71. 
Salah satu merek yang masih menggunakan desain industri kepemilikan 
pihak lain adalah Viar di bawah perusahaan PT. Triangle Motorindo yang 
juga dibenarkan sendiri oleh Andyanto Prasetyawan, Senior Staff Legal dari 
                                                             
71 http://otomotif.kompas.com/read/2011/08/02/1041330/Honda.Motor.Peringatkan.Plagiat.Scoopy 
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PT. Triangle Motorindo seperti pada hasil wawancara yang dilakukan penulis 
pada hari kamis tanggal 28 Juni 2012 yang mengatakan bahwa : 
“Memang dulu kami ada persamaan dengan merek motor lain dari segi 
desainnya yaitu desain motor kami yaitu Vix-R, Star-VX, Star-X, New 
Star-Z tetapi sekarang ini kami telah merubah desainnya tersebut dan 
lebih terpenting mesin kami berbeda dengan motor lain, hanya 
desainnya saja yang sedikit sama” 
Meskipun Andyanto prasetyawan menyatakan demikian, tetapi desain 
motor Viar yang sekarang ini banyak dikenal di masyarakat dengan motor 
roda tiganya itu menurut penulis masih melanggar desain industri dari motor-
motor lain yang memiliki persamaan. Menurut Andyanto prasetyawan, desain 
motor yang dimiliki oleh viar tersebut berasal dari negara Cina, jadi desain 
tersebut bukan berasal dari Indonesia, meskipun PT. Triangle Motorindo 
merupakan produsen dari Viar di Indonesia dimana hanya pada pembuatan 
motor dan proses perakitannya saja yang dilakukan di Indonesia. 
Berikut hasil wawancara penulis pada hari kamis tanggal 28 juni 2012 
yang dilakukan kepada Andyanto Prasetyawan yang mengatakan bahwa : 
“PT. Triangle Motorindo merupakan perusahaan pemegang hak lisensi 
dari motor Viar dan produsen dari Viar di Indonesia serta produsen dari 
sparepart dari motor viar sendiri. Jadi, proses perakitan dan pembuatan 
dari motor Viar dilakukan di Indonesia tepatnya di kota Semarang. 
Tetapi inspirasi dari bentuknya serta desainnya itu langsung berasal dari 
China, jd kami hanya membuatnya saja sesuai desain yang kami 
terima”. 
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Berikut ini gambar foto mengenai motor yang diduga memiliki desain 
industri yang sama: 
Gambar 1.5 
Desain motor Honda type CBR 150 R dengan motor Viar type Vix R. 
 
Gambar 1.6 
Desain motor Honda type Supra X 125 dengan motor Viar type Star X. 
 
Gambar 1.6 
Desain  motor jupiter type Jupiter Z dengan motor Viar type New StarZ 
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Jika dilihat secara seksama, maka desain yang dimiliki oleh motor-motor 
di atas memang memiliki desain industri yang sama bukan lagi pada tahapan 
kemiripan saja. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadinya pelanggaran Hak 
Desain Industri antara sesama pelaku usaha industri sepeda motor. PT. 
Triangle Motorindo selaku pelaku usaha yang tidak berikad baik karena telah 
menggunakan desain industri yang dimiliki pelaku usaha lain pernah dirazia 
oleh pihak yang berwajib dan produk-produknya tersebut disita yang 
berjumlah ratusan motor. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada hari kamis 28 
Juni 2012 kepada pihak PT.Triangle Motorindo yaitu kepada Senior Staff 
Legal, Andyanto Prasetyawan, dapat diperoleh informasi bahwa pihaknya 
mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 
Desain Industri  yang dimana diatur bahwa pelaku usaha yang mengambil 
hak ekslusif desain industri seseorang atau pelaku usaha lain melanggar 
peraturan hukum Indonesia. 
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Berikut hasil wawancara pada hari kamis tanggal 28 juni 2012 yang 
dilakukan kepada Andyanto Prasetyawan, Senior Staff Legal, yang 
menyatakan bahwa: 
“Meskipun dulu desain industri yang dimiliki oleh Viar memang memiliki 
persamaan, tapi setelah kejadian tersebut, kami dari Viar memperbaiki 
desain dari motor kami yang diklaimnya memiliki persamaan”. 
Tapi di dalam kenyataan sekarang ini, masih ada desain dari produk-
produk motor Viar yang masih dijual dipasaran, yaitu pada type Star-X yang 
sama dengan desain yang dimiliki Honda dengan type Supra-X 125, Vix-R 
yang sama dengan desain yang dimiliki Honda dengan type CBR 150R, serta 
New Star-Z yang sama dengan desain yang dimiliki Yamaha dengan type 
Jupiter-Z. 
Harga yang ditawarkan pada motor Viar pun memang sangat 
menggiurkan, jauh di bawah harga motor Honda maupun motor Yamaha. Hal 
inilah yang mendasari konsumen di dalam pembelian motor-motor yang 
memakai desain industri perusahaan lain demi menaikkan jumlah penjualan 
dari motornya tersebut bahwa konsumen dengan penghasilan di bawah rata-
rata dapat membeli motor yang bentuknya sama dengan motor yang banyak 
dipakai oleh orang banyak. 
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Berikut ini tabel perbandingan harga antara motor pemilik Hak Desain 
Industri serta harga motor yang memakai desain industri tanpa hak. 
Tabel 1.6 
Perbandingan harga motor pemilik Hak Desain Industri dan harga motor 
pemakai Hak Desain Industri tanpa hak. 
NO Pemilik Harga Pemakai Harga 
1 Supra X 125 Rp 15.600.000 Star-X 125 Rp   8.000.000 
2 CBR 150R Rp 33.000.000 Vix-R Rp 14.550.000 
3 Jupiter Z Rp 15.000.000 New Star-Z Rp   7.000.000 
Sumber : Data Sekunder 
Berdasarkan kedua tabel perbandingan harga tersebut dapat dibuktikan 
bahwa memang terdapat perbedaan harga yang sangat jauh antara produk 
motor pemilik Hak Desain Industri dan harga motor pemakai Hak Desain 
Industri tanpa hak. Alasan itu pula yang membuat konsumen memilih 
menggunakan produk pengguna Hak Desain Industri tanpa hak dibandingkan 
dengan motor pemilik Hak Desain Industri karena memiliki harga yang jauh 
lebih murah dimana memiliki desain yang sama bentuknya dengan motor 
yang harganya jauh lebih mahal, meskipun kualitas mesin motor yang 
berbeda. 
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Hal tersebut dibenarkan dengan pernyataan salah seorang yang 
menggunakan produk pengguna Hak Desain Industri tanpa hak yaitu Yuniar 
Tj pada hari rabu tanggal 4 Juni 2012 yang menggunakan motor Viar dengan 
type Vix-R : 
“Saya memakai motor viar ini karena desainnya yang keren seperti 
motor CBR, tidak ada bedanya. Dengan harga yang sangat murah, 
dapat motor yang bentuknya keren. tapi yang berbeda setelah memakai 
motor ini hanyalah pada mesinnya saja yang sedikit bandel”. 
Meskipun harga yang ditawarkan oleh sepeda motor yang memakai Hak 
Desain Industri pelaku usaha lain tersebut memasang harga yang sangat 
jauh lebih murah, tetapi hal tersebut tetaplah melanggar Hak Desain Industri. 
Untuk itu, pemegang Hak Desain Industri dapat melakukan upaya hukum 
apabila terjadi pelanggaran hak desain indutri tersebut. Seperti yang telah 
diatur didalam Undang-undang Desain Industri bahwa upaya hukum yang 
dapat dilakukan pemegang Hak Desain Industri adalah upaya hukum baik 
melalui jalur perdata maupun jalur pidana. 
Penyelesaian hukum melalui jalur keperdataan dapat dilakukan dengan 
menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase atau 
gugatan ke Pengadilan Niaga dimana untuk penyelesaian sengketa alternatif 
dan arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Desain 
Industri yang diatur bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 yaitu gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga, 
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para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau 
alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga penyelesaian sengketa alternatif 
dan arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa keperdataan di 
luar pengadilan. Bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif ini dapat 
berupa Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, sedangkan arbitrase dapat berupa 
Arbitrase dalam negeri maapun di luar negeri. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada hari kamis 
tanggal 28 juni 2012 kepada pihak PT. Triangle Motorindo yaitu kepada 
Senior Staff Legal, Andyanto Prasetyawan, dapat diperoleh informasi bahwa 
sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran itu, maka PT. 
Triangle Motorindo akan menarik semua produk-produk motor yang beredar 
dipasaran yang desain industrinya sama dengan desain industri pemegang 
Hak Desain Industri nantinya akan dikembalikan ke Cina. Dan jika ada 
tuntutan ganti rugi, maka PT. Triangle Motorindo akan membayar ganti rugi 
tersebut sesuai dengan tuntutan yang diminta pemegang hak desain. 
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Untuk penyelesaian sengketa dengan gugatan ke Pengadilan Niaga, hal 
ini diatur di dalam ketentuan Pasal 46 angka 1 dan 2 dimana diatur bahwa 
pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa 
pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksudkan di dalam Pasal 9 yaitu berupa : 
1. Gugatan ganti rugi, dan/atau 
2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud di 
dalam Pasal 9 
Dimana gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Hanya saja 
untuk gugatan di pengadilan niaga saat ini belum dapat dilakukan di setiap 
kabupaten atau kota dikarenakan keberadaan pengadilan niaga sendiri masih 
sangat terbatas, yaitu hanya baru berada di Jakarta, Semarang, Medan, 
Surabaya, dan Makassar. 
Sedangkan dalam hal dimana terjadi sengketa yang mengandung 
unsur-unsur pidana, maka proses penyelesaian sengketa desain industri 
dapat dilakukan melalui proses pidana itu sendiri. Proses pidana ini dapat 
dimulai dengan cara melaporkan perbuatan pidana atas desain industri 
kepada pihak penyidik. Perlu diketahui bahwa perbuatan pidana yang diatur 
di dalam Undang-undang Desain Industri ini menganut perbuatan aduan atau 
delik aduan seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Artinya, 
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suatu perbuatan atau delik pidana baru dapat dipidanakan apabila telah ada 
laporan dari pihak yang dirugikan, dalam konteks ini tentunya yang melapor 
adalah pihak pemegang Hak Desain Industri yang telah secara nyata 
dirugikan dengan adanya penggunaan hak tersebut oleh orang lain secara 
tidak sah. 
Selain itu, Pasal 49 sampai Pasal 52 Undang-undang Desain Industri 
juga menetapkan adanya Penetapan sementara (injuction) sebagai salah 
satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam 
desain industri. Dimuatnya ketentuan tentang penetapan sementara 
dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada 
pihak yang haknya dilanggar dikarenakan hakim Pengadilan Niaga melalui 
penetapan sementara dapat diberi kewenangan untuk mengeluarkan 
penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan 
masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur 
perdagangan, termasuk tindakan importasi. 
Adapun ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-undang Desain 
Industri yaitu pada Pasal 54 yang diatur bahwa apabila melanggar 
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 yaitu dapat dipidana dengan 
pidan penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, apabila dengan sengaja 
melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 8, Pasal 
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23 atau Pasal 32, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.0000,00 (Empat puluh lima 
juta rupiah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Undang-undang Desain Industri Dalam Pemberian Perlindungan 
Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri memang masih 
banyak kekurangan dan perlu untuk diperbaharui yaitu pada 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
untuk lebih mengefektifitaskan implementasinya di dalam 
masyarakat, yang dimana di dalam praktiknya masih banyak 
menimbulkan permasalahan. Hal-hal yang menurut penulis masih 
adanya kekurangan dan perlu adanya perbaikan dan diperbaharui 
adalah perlindungan represif yang dilakukan oleh aparat-aparat 
hukum serta pejabat-pejabat diruang lingkup Direktorat Hak 
Kekayaan Intelektual yang masih sangat kurang, pengumuman 
tentang adanya pendaftaran hak desain industri masih sangat kuno 
dipergunakan yaitu hanya ditempatkan pada papan pengumuman di 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saja, pengertian dari 
desain industri yang baru yang seharusnya tidak memakai lagi 
sistem kesamaan tetapi memakai sistem kemiripan. 
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2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Hak Desain Industri 
Terhadap Pelanggaran Hak Desain Industri bisa melalui jalur 
keperdataan maupun jalur pidana. Penyelesaian hukum melalui jalur 
keperdataan dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase atau gugatan ke 
Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam hal dimana terjadi sengketa 
yang mengandung unsur-unsur yang pidana, maka proses 
penyelesaian sengketa desain industri dapat dilakukan melalui 
proses pidana itu sendiri yang dapat dimulai dengan cara 
melaporkan perbuatan pidana atas desain industri kepada pihak 
yang berwenang. 
 
B. Saran  
1. Perlunya peningkatan kerjasama di dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri, baik itu 
perlindungan hukum sebara preventif ataupun perlindungan hukum 
secara represif antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan pihak yang 
dirugikan dalam hal ini adalah pemegang Hak Desain Industri 
terdaftar dan negara. Dengan optimalnya pelaksanaan perlindungan 
hukum atas pemegang Hak Desain Industri terdaftar, maka akan 
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mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas Hak Desain 
Industri. 
2. Perlu adanya pengumuman desain industri yang dapat lebih mudah 
diketahui masyarakat luas mengingat wilayah Indonesia yang luas 
dan terdiri dari beberapa pulau, bukan hanya bersifat konvensional 
yang hanya ditempatkan pada papan pengumuman di Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saja 
3. Perlu adanya perubahan terhadap definisi dari desain industri yang 
baru dimana desain industri tersebut dikatakan baru apabila desain 
industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. 
Seharusnya definisi yang terkandung di dalam Undang-undang 
tersebut lebih diperjelas yang bukan hanya mencakup sama dan 
tidak sama saja, tapi juga desain industri yang mengandung 
kemiripan diantaranya 
4. Perlu adanya kewajiban untuk pemeriksaan subtantif pada saat 
pendaftaran desain industri. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi 
timbul 2 sertifikat yang memiliki desain industri yang sama atau 
dengan kata lain tidak ada lagi sertifikat yang timbul terhadap desain 
industri yang memiliki persamaan sebelumnya. 
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